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Heri Mulyanto, 2020, Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak, 
Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Pada KPP Pratama Pekalongan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif self assessment 
system, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pekalongan. 
Populasi penelitian adalah wajib pajak yang berdomisili di Kabupaten 
Pemalang dengan jumlah sampel 96. Metode penelitian dengan penyebaran 
kuesioner dan teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda yang 
dibantu dengan program aplikasi SPSS. 
 Hasil penelitian menunjukkan self assessment system dan sosialisasi pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi 
berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Jadi dapat disimpulkan Self assessment system, sosialisasi pajak, sanksi 
pajak, dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh sebesar 41,3% terhadap 
kepatuhan wajib  
pajak, sedangkan 58,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 
Kata Kunci : Self Assessment System, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, 




















Heri Mulyanto, 2020, The Effect of Self Assessment System, Tax 
Socialization, Tax Sanctions, and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance 
in KPP Pratama Pekalongan. 
    The research aims to know the positive effect of self-assessment system, tax 
socialization, tax sanctions, and tax knowledge on taxpayer compliance at KPP 
Pratama Pekalongan. 
    The study population is a taxpayer who is domiciled in Pemalang District with 
a sample size of 96. The research method by distributing questionnaires and 
analysis techniques using multiple linear regression analysis is assisted by the 
SPSS application program. 
    The results showed that the self assessment system and tax socialization had a 
positive effect on taxpayer compliance. While sanctions have negative effect and 
Taxation knowlede not have effect on tax compliance. 
So it can be concluded Self assessment system, tax socialization, tax 
sanctions, and tax knowledge have an effect of 41.3% on tax compliance, while 
58.7% are influenced by other variables not examined. 
Keyword : Self assessment system, Tax socialization, Tax sanction, Tax 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Pajak diartikan sebagai penerimaan Negara yang memiliki peranan 
sangat penting dalam menopang perekonomian Negara, yaitu digunakan 
dalam pembiayaan Negara dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. 
Negara diwajibkan untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat 
aktif dalam melaksanakan kegiatan pada bidang perpajakan. 
Pemerintah Indonesia dalam menjalankan kegiatan pembangunan 
tentunya memerlukan dana. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan 
pembangunan salah satu sumbernya berasal dari pungutan berupa pajak 
karena diyakini pajak sebagai tulang punggung pembangunan (Faizah, 
2009). Pajak merupakan suatu hal yang sangat mendasar, dalam tata cara 
pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. 
Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat. Masalah tax 
base dan tax rate harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili  lembaga 
perwakilan rakyat dan hasil persetujuan tersebut dijelaskan dalam suatu 
undang-undang yang harus ditaati oleh semua pihak yang dikenakan 
kewajiban perpajakan. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah 
didasarkan pada aturan perundang-undangan dilakukan sedemikian rupa 
agar tidak merugikan masyarakat (Purnamawati dkk, 2015). 
Peran pajak yang sangat penting terutama saat perekonomian di 
Indonesia belum stabil dan digolongkan masih lemah, keberlanjutan 
  
 
pembangunan dan perekonomian negara terus meningkat karena adanya 
penerimaan negara. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat 
mengandalkan Direktorat Jenderal Pajak ataupun petugas pajak saja 
melainkan juga dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak. Semakin besar 
penerimaan yang diterima negara, tentu saja akan banyak fasilitas publik 
yang dapat disediakan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). 
Masyarakat perlu menaati peraturan perpajakan yang telah 
diterapkan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Demi 
tercapainya penerimaan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal 
Pajak melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan serta pengawasan 
setiap tahun dengan cara yang berbeda kepada wajib pajak, agar 
menghitung dengan benar dan melaporkan besarnya pajak yang harus 
dibayar melalui sarana yang disediakan oleh Direktorak Jenderal Pajak. 
Rendahnya tingkat kepatuhan dan minimnya kesadaran dari wajib 
pajak disebabkan belum diterapkannya Self Assesment System sebagai 
pedoman (landasan filosofis) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
Beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun 2016 penerimaan pajak 
tidak pernah mencapai target. Bisa dilihat dari penerimaan pajak terakhir 
kali memenuhi target pada tahun 2008. Pencapaian target penerimaan pada 
tahun 2008 itupun terbilang sedikit dipengaruhi oleh kebijakan Sunset 
Policy yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak pada saat itu. Masalah 
tersebut mengundang berbagai macam pertanyaan apakah tidak 
tercapainya penerimaan pajak disebabkan oleh target pajak yang terlalu 
  
 
tinggi atau tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (Nurlaela, 
2018). 
Tujuan kebijakan pemeriksaan yang ditetapkan Direktorat Jenderal 
Pajak adalah untuk efektivitas pemeriksaan dan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mencapai target 
penerimaan pajak yang salah satunya dengan cara kebijakan pemeriksaan. 
Banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan 
wajib pajak antara lain pembangunan infrastruktur yang tidak merata, 
ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, korupsi, tingkat 
pengetahuan wajib pajak (Lasmaya dan Fitriani, 2017). 
Dibawah ini dijelaskan mengenai wajib pajak terdaftar dan wajib 
SPT, SPT Tahunan yang disampaikan dan kepatuhan pelaporan dalam 
surat pemberitahuan (SPT) sebagai berikut : 
                               Tabel 1.1 












2015 144.176 99.905 67.324 
67,39% 
2016 163.174 117.443 71.651 
61,01% 
2017 180.012 91.754 72.900 
79,45% 
2018 199.270 106.648 70.984 
66,56% 
2019 224.255 100.145         73.139 
73,03% 
 Sumber : Data KPP Pratama Pekalongan Tahun 2020 
Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat 
kepatuhan wajib pajak pada tahun 2015 sebesar 67,39%, pada tahun 2016 
  
 
sebesar 61,01%, pada tahun 2017 sebesar 79,45%, pada tahun 2018 
sebesar 66,56%, dan pada tahun 2019 sebesar 73,03%. Penurunan yang 
terjadi pada tahun 2016 dan 2017 disebabkan wajib pajak yang terdaftar 
sudah mempuyai NPWP namun belum berpenghasilan ataupun sudah 
tidak berpenghasilan lagi tapi mengira jika melaporkan artinya harus 
membayar pajak, faktor lain yang bisa membuat wajib pajak tidak 
melaporkan adalah sifat wajib pajak yang dengan sengaja tidak 
melaporkan SPT. 
Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang hal 
perpajakan khususnya dalam pelaporan SPT, kurangnya pengetahuan 
wajib pajak tentang sanksi yang akan diterima jika lalai atau tidak 
melaporkan SPT, wajib pajak tidak mengetahui jika melaporkan secara 
langsung di kantor bisa mengisi sendiri dan jika tidak mengerti tata 
caranya ada petugas yang siap melayani atau membantu dalam hal 
pengisian SPT. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang 
tidak stabil yang ditunjukkan dengan naik turunnya prosentase kepatuhan 
wajib pajak, hal tersebut artinya tingkat kesadaran wajib pajak yang masih 
kurang dan mengakibatkan penerimaan pajak belum maksimal. 
Rustiyaningsih (2011) menjelaskan masyarakat cenderung susah 
untuk menjalankan sistem pajak yang sudah ada, hal tersebut yang 
menyebabkan target pajak tidak dapat mencapai target yang telah 
ditetapkan. Target yang tidak tercapai ini tercermin dari rendahnya 
penerimaan pajak yang diterima pemerintah. Kepatuhan perpajakan 
  
 
didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak taat dan punya 
kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
Direktorat Jenderal Pajak membentuk unit kerja yang mempunyai 
tugas untuk memberi pengetahuan agar kesadaran masyarakat terkait 
pentingnya membayar pajak. Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit 
kerja yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan 
secara langsung kepada masyarakat, unit ini bekerja memberi segala jenis 
informasi dan sosialisasi perpajakan. Pengetahuan adalah hasil kerja fikir 
yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan 
terhadap suatu perkara perpajakan (Faizin dkk, 2016). 
Pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan 
dikeluarkannya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah 
sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya 
self assessment system. Kebijakan pemungutan self assessment system 
berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai moral pajak yang baik,  
pengetahuan yang tinggi, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi 
kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerapan self assessment 
system ini mensyaratkan agar masyarakat benar- benar mengetahui 
ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. 
(Kirchler, 2007; Kichler, Hoelzle & Wahl, 2008; Sidharta, 2014). 
Self assessment system yang telah menggantikan sistem perpajakan 
sebelumnya telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga 
pembayaran pajak tidak lagi dilihat sebagai beban melainkan tugas 
  
 
kenegaraan, masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab secara 
penuh untuk menghitung dan menentukan kewajiban pajaknya sendiri. 
Dan karena hal tersebut wajib pajak dituntut kejujurannya dalam 
melaksanakan self assessment system untuk lebih meningkatkan 
perpajakannya. Maka sistem ini akan menimbulkan peluang bagi wajib 
pajak untuk melakukan tindakan memanipulasi perhitungan jumlah pajak 
yang sebenarnya dan kecurangan lainnya (Lasmaya dan Fitriyani, 2017). 
Penelitian Lasmaya dan Fitriani (2017) dalam “ pengaruh self 
assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak” menunjukkan Self 
Assessment System berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 
sedangkan pada penelitian Sudaryati dan Hehanusa (2015) dalam 
“Pengaruh Penerapan Self Assessment System dan Kemauan Membayar 
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menunjukkan bahwa   Self 
Assessment System tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Meskipun sekarang pemerintah telah melakukan banyak terobosan 
baru agar wajib pajak dapat membayar kewajiban pajaknya salah satunya 
dengan menerapkan Self Assessment System akan tetapi masyarakat masih 
ada yang belum mengetahuinya, maka diperlukan Sosialisasi Pajak untuk 
memberikan wawasan pentingnya membayar pajak dengan harapan 
masyarakat dapat mengerti tentang manfaat membayar pajak serta sanksi 
jika tidak membayar pajak, dengan demikian sosialisasi pajak dapat 
berpengaruh menambah jumlah wajib pajak dan menimbulkan kepatuhan 
wajib pajak. Wajib pajak menjadi tidak patuh ketika tidak memahami 
  
 
peraturan perpajakan. Namun banyak orang yang beranggapan bahwa 
sekarang banyak orang telah kehilangan moral pajaknya, sehingga 
kesadaran untuk membayar pajak juga berkurang dan pada akhirnya 
tingkat kepatuhan menurun (Aritonang dan Susilawati, 2014). 
Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, penerimaan 
pajak yang diterima negara juga akan semakin meningkat. Akan tetapi jika 
sosialisasi yang kurang mungkin akan berdampak pada rendahnya 
pengetahuan tentang pajak akan menyebabkan kesadaran masyarakat 
menjadi rendah untuk membayar dan melaporkan pajak juga akan 
berdampak pada penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan 
wajib diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya 
sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan serta kesadaran para 
wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak 
(Faizin dkk, 2016). 
Susilawati dan Ketut (2013) Menyatakan tinggi rendahnya wajib 
pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Jika wajib 
pajak memiliki pengetahuan  tentang peraturan perpajakan serta pelayanan 
yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran akan 
membayar pajak. Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan 
tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha 
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi 
semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin 
  
 
paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila tidak 
mematuhi dan melupakan kewajiban perpajakan mereka, sedangkan orang 
yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan cenderung 
tidak menjadi wajib pajak yang tidak taat. pada wajib pajak bertujuan 
untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari wajib pajak dan akan 
berdampak kepada penerima pajak untuk tahun-tahun berikutnya. 
Sanksi pajak memiliki peran penting untuk memberikan efek jera 
bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi 
perpajakan merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah 
ketidakpatuhan wajib pajak. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang 
lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat 
menimbulkan suatu masalah apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak 
lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga 
pengenaan sanksi perpajakan harus dibenahi (Sari, 2015). 
Hasil penelitian oleh Suryadi dan Sunarti (2016) dalam “Pengaruh 
Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pemahaman 
Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi Pph Pasal 21 Pada Kpp Pratama 
Singsosari)  menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi 
berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan pada penelitian 
  
 
Winerungan (2013) menunjukkan hasil bahwa Sosialisasi Perpajakan dan 
Sanksi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Basit (2014:44) salah satu 
faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi yaitu pengetahuan para Wajib Pajak Orang Pribadi tentang 
ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Pengetahuan perpajakan yaitu 
segala sesuatu yang diketahui oleh Wajib Pajak mengenai ketentuan 
umum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan perpajakan 
tersebut digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, 
dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban di bidang perpajakan. 
Hasil penelitian oleh Suryadi dan Sunarti (2016) dalam “Pengaruh 
Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pemahaman 
Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi Pph Pasal 21 Pada Kpp Pratama 
Singsosari)  menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi 
berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak 
Dari penelitian terdahulu yang diterangkan diatas yang 
menunjukkan hasil berbeda-beda dan masih perlu dilakukan 
pengembangan lagi untuk menghasilkan butki yang empiris. Penelitian ini 
terinspirasi dari penelitian-penelitian sebelumnya dan karena banyaknya 
fenomena Wajib Pajak yang tidak patuh pada kewajiban perpajakannya. 
  
 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada 
variabel, tahun dan juga lokasi penelitian yang digunakan 
Dari uraian diatas maka penulis menjadi tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai Self Assessment System, Sosialisasi Pajak, Sanksi 
Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang akan 
dijelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul : ”pengaruh Self Assessment 
System, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pekalongan”. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi diatas maka permasalahan 
dapat dirumuskan yaitu: 
1. Apakah terdapat pengaruh Positif Self Assessment System terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pekalongan ? 
2. Apakah terdapat pengaruh Positif Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak pada KPP Pratama Pekalongan ? 
3. Apakah terdapat pengaruh Positif Sanksi Pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak pada KPP Pratama Pekalongan ? 
4. Apakah terdapat pengaruh Positif Pengetahuan Perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pekalongan ? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mengetahui  pengaruh Positif Self Assessment System terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pekalongan. 
  
 
b. Mengetahui  pengaruh Positif Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak pada KPP Pratama Pekalongan. 
c. Mengetahui  pengaruh Positif Sanksi Pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak pada KPP Pratama Pekalongan. 
d. Mengetahui  pengaruh Positif Pengetahuan Perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pekalongan. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat  berguna sebagai referensi 
atau informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian 
masalah yang sama atau yang berkaitan dengan masalah ini dan 
memberikan bukti pengaruh kemauan membayar pajak  bagi wajib 
pajak. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Pemerintah 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan eveluasi serta 
masukan mengenai tindakan yang dapat diambil untuk 
mengetahui tentang self assessment system, sosialisasi pajak, 
sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak yang terdaftar dalam memenuhi kewajiban 









A. Landasan Teori 
1. Theory of Planned Behavior (TPB) 
Menurut Mustikasari (2007) Teori ini menjelaskan perilaku yang 
ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. 
Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan tiga faktor, yaitu : 
a. Behavioral Beliefs 
Behavioral beliefs adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu 
perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. 
b. Normative Beliefs 
Normative beliefs adalah keyakinan tentang harapan normatif 
orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. 
c. Control Beliefs 
Control beliefs adalah keyakinan terhadap keberadaan berbagai hal 
yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan 
persepsinya tentang seberapa kuat hal yang mendukung dan menghambat 
perilaku tersebut (perceived power). 
Penelitian sebelumnya tentang kepatuhan wajib pajak yang dilakukan 
oleh Mustikasari (2007) mengaitkan penelitian tersebut dengan Theory of 
Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum melakukan sesuatu hal, 
individu akan memiliki keyakinan tentang hasil yang akan diperoleh dari 
  
 
perilakunya. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan 
melakukan hal tersebut atau tidak. Hal itu berkaitan dengan self 
assessment system dan pengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang sadar 
pentingnya wawasan tentang pajak, akan mengisi dan melaporkan semua 
data dan penghasilan yang diperoleh secara jujur dan sukarela yang 
berguna untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara 
(behavioral beliefs). 
Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan 
terhadap harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi 
harapan tersebut (normative beliefs). Hal itu dapat dikaitkan dengan 
sosialisasi pajak, dimana ada penyuluhan sosialisasi yang dilakukan 
petugas secara menyeluruh dan rinci mengenai bagaimana pentingnya 
pajak dan tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak terkait 
dengan control beliefs. Sanksi dibuat sebagai alat agar wajib pajak 
mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi yang kuat akan membuat wajib 
pajak memilih untuk mematuhi dan memenuhi semua kewajiban 
perpajakannya. 
Mustikasari (2007) Setelah terdapat tiga faktor yang menentukan 
seseorang untuk berperilaku, maka seseorang akan  memasuki tahap 
dimana seseorang berniat untuk melakukan perilaku tersebut ( intention ). 






a. Pengertian Pajak 
Menurut UU nomor 28 (2007) Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas 
jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang 
digunakan untuk kemakmuran rakyat, pajak juga memiliki peranan 
yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak 
merupakan sumber utama bagi negara Indonesia untuk mendanai 
APBD (Wardani dan Wati, 2018). 
Berdasarkan definisi pajak  beberapa diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa pajak merupakan “kontribusi wajib warga negara 
yang digunakan untuk kepentingan dan keperluan bersama maupun 
untuk pengeluaran negara yang dibayarkan kepada kas negara 








b. Fungsi Pajak 
Fungsi pajak (Resmi, 2017:3)  dalam bukunya yang berjudul 
“Perpajakan Teori & Kasus” yaitu : 
1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 
Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 
pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran,baik 
rutin maupun pembangunan. 
2) Fungsi Regularend (Pengatur) 
Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau menjalankan 
kebijakan dari pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta 
mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 
c. Tarif Pajak 
Berdasarkan  (Resmi, 2017:13)  dalam bukunya yang berjudul 
“Perpajakan Teori & Kasus” tarif pajak dibedakan menjadi 3,yaitu: 
1) Tarif Tetap 
2) Tarif Proporsional (Sebanding) 
3)  Tarif Progresif (Meningkat) 
d. Jenis Pajak 
Berdasarkan  (Resmi, 2017:13)  dalam bukunya yang berjudul 
“Perpajakan Teori & Kasus” jenis pajak dibedakan menjadi : 
1) Menurut Golongan diantaranya Pajak Langsung dan Pajak 
Tidak Langsung. 
2) Menurut Sifat diantaranya Pajak Subjektif dan Pajak Objektif 
  
 
3) Menurut Lembaga Pemungutan diantaranya Pajak Negara dan 
Pajak Daerah. 
3. Kepatuhan Wajib Pajak 
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib 
pajak dapat  memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam 
penelitian ini memiliki arti bahwa wajib pajak berusaha untuk 
mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi 
kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Aritonang dan 
Susilawati, 2014). 
Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana terpenuhinya 
semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. Wajib pajak 
dikatakan patuh (tax complience) jika penghasilan yang dilaporkan 
sesuai dengan seharusnya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan 
besarnya pajak terutang dibayarkan tepat waktu (Sudaryati dan 
Hehanusa, 2015). 
Jadi peneiliti dapat menyimpulkan kepatuhan wajib pajak sebagai 
suatu pemenuhan perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak 
dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan sekarang 
dengan harapan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela, 




b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 
Numantu dalam (Ananda dkk, 2015) menerangkan ada dua 
kepatuhan wajib pajak diantaranya : 
1) Kepatuhan Formal 
Kepatuhan Formal adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi 
semua kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan 
peraturan dalam undang-undang. 
2) Kepatuhan Material 
Diartikan Kepatuhan Material sebagai semua ketentuan 
material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat 
(substantive),dengan arti berlandaskan dengan undang-undang 
perpajakan. 
c. Indikator Kepatuhan Wajib pajak 
     Muliari dan Setiawan (2011) dalam (Winerungan, 2013) 
menjelaskan kriteria wajib pajak patuh adalah sebagai berikut : 
1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis 
pajak dalam kurun waktu dua tahun terakhir. 
2) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis 
pajak,kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak. 
3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak 




4. Self Assessment System 
a. Pengertian Self Assessment System 
    Resmi (2017:11) menjelaskan Self Assessment System adalah 
suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang secara 
penuh pada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang 
terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan 
menghitung dan memungut pajak, memahami undang-undang 
perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran tinggi, dan 
menyadari pentingya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak 
diberi kepercayaan untuk: 
1) Menghitung sendiri pajak yang terutang. 
2) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. 
3) Melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. 
4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 
Dari pendapat ahli diatas peneiliti dapat menyimpulkan Self 
Assessment System merupakan suatu sistem pemungutaan pajak yang 
memberikan wewenang secara penuh kepada Wajib Pajak untuk 
menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. 
b. Manfaat Self Assessment System 
    Menurut Lasmaya dan Fitriani (2017), Self Assessment System 
yaitu Wajib pajak dipercaya untuk melakukan menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang 
  
 
terutang, wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak, bersifat aktif, pemerintah dapat menghemat waktu, biaya, 
dan tenaga sehingga bisa dialihkan untuk aktivitas lainnya, dan Wajib 
Pajak akan terdorong untuk memahami dengan benar sistem 
perpajakan yang berlaku. Ketentuan pemungutan Self Assesment 
System dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan 
tinggi,moral pajak yang baik, disiplin pajak tinggi yang diantaranya 
kepercayaan Wajib Pajak terhadap negara. 
Sistem ini wajib pajak memiliki tanggung jawab atas pajak 
yang harus memahami tentang sistem perpajakan yang berlaku dan 
juga menghemat waktu serta pelaksanaannya. Dengan dituntutnya 
wajib pajak mengetahui sistem perpajakan yang sedang berlaku maka 
wajib pajak harus mencari informasi mengenai pajak, informasi 
tersebut bisa didapatkan dengan cara datang langsung ke KPP/KP2P 
terdekat dan menanyakannya secara langsung ke petugas pajak. Fungsi 
pengawasan memegang perang yang penting dalam sistem self 
assessment system, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat 
kepatuhan wajib pajak yang masih rendah mengakibatkan sistem ini 
tidak akan berjalan berjalan baik. (Sudaryati dan Hehanusa, 2015). 
Harapan dengan diterapkannya self assessment system ini wajib 
pajak lebih merasa berperan ikut dalam hal perpajakan, dan juga wajib 
pajak agar lebih mematuhi pajaknya dan wajib pajak tidak merasa 
terbebani masalah biaya dengan sistem ini, berlakunya sistem ini di 
  
 
Indonesia menunjang besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan 
besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung 
kepatuhan wajib pajak (tax complience) disamping dengan adanya 
sanksi yang dikenakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban 
perpajakannya (Sudaryati dan Hehanusa, 2015). 
c. Indikator Self Assessment System 
    Sistem ini mengakibatkan wajib pajak mendapat beban yang 
berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan 
dilakukan oleh wajib pajak sendiri.Kewajiban wajib pajak pada Self 
Assessment System menurut Rahayu (2013;101) menjelaskan : 
1) Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak 
Wajib pajak punya kewajiban untuk mendaftarkan dirinya ke 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang meliputi wilayah tempat 
tinggal atau kedudukan wajib pajak. 
2) Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak 
Menghitung besar kecilnya pajak terutang yang dilakukan oleh 
wajib pajak melalui cara mengalihkan tarif pajak dengan 
pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan yaitu 
mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak 
yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan kredit 
pajak (prepayment). 
3) Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak 
  
 
    Dengan dilaksanakannya self assessment system maka wajib 
pajak diwajibkan membayar sendiri pajak yang terutang kepada 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
5. Sosialisasi Pajak 
a. Pengertian Sosialisasi Pajak 
    Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan berarti suatu 
upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai 
perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham 
tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 
Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui 
sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang 
pentingnya membayar pajak. 
Sosialisasi adalah suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui 
berbagai macam metode untuk memberikan informasi berhubungan 
dengan segala peraturan dan kegiatan terkait dengan perpajakan agar 
dapat dilaksanakan oleh masyarakat khususnya wajib pajak,baik orang 
pribadi ataupun badan usaha (Faizin dkk, 2016). 
b. Manfaat Sosialisasi Pajak 
    Pada penelitian Jannah (2016, 46) dalam (Wardani dan Wati, 
2018) menemukan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan secara 
intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai 




c. Indikator Sosialisasi Pajak 
    menurut Winerungan (2013) Indikator sosialisasi oleh Dirjen 
Pajak tersebut adalah kegiatan yang sadar dan peduli pajak serta 
memodifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan, antara 
lain : 
1) Penyuluhan:  
Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh Ditjen Pajak melalui 
berbagai media, baik media elektronik maupun media massa 
lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan penyuluhan secara 
langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap 
potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan berupa  informasi 
yang lengkap dan terjamin kebenarannya.  
2) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat  
Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak 
yang lebih fokus pada komunikasi dua arah baik dari segi petugas 
pajak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang 
dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat 
sekitarnya sehingga dengan harapan mampu memberi penjelasan 
yang lebih baik terhadap setiap masyarakat yang ingin mengetahui 
berbagai hal tentang pajak. 
3) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak  
Bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung 
oleh wajib pajak dari petugas yag bersangkutan (fiskus) mengenai 




4) Pemasangan billboard  
Pemasangan billboard dan atau spanduk di pinggir jalan atau di 
tempat-tempat lainnya yang dianggap strategis. Berisi pesan 
singkat, bisa berupa pernyataan yang mudah dimengerti dan 
menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.  
5)  Web site Ditjen pajak  
Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat 
diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi 
yang diberikan juga sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya 
dan up to date. 
6. Sanksi Pajak 
a. Pengertian Sanksi Pajak 
    Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan 
kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-
undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan 
sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya 
tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang 
tidak dilanggar (Anam dkk, 2017). 
Mardiasmo (2009:56) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan 
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh setiap orang. 
Jadi sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 
melanggar norma perpajakan. 
  
 
b. Jenis Sanksi Pajak 
    Berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,terdapat 3 jenis sanksi 
pidana, yaitu: 
1) Denda pidana yaitu denda yang dikenakan pada wajib pajak 
karena telah melakukan tindak pidana yang bersifat 
pelanggaran maupun kejahatan. 
2) Pidana kurungan yaitu pidana yang ditujukan kepada wajib 
pajak atau pihak ketiga karena melakukan  tindak pidana 
bersifat pelanggaran. 
3) Pidana Penjara yaitu pidana yang ditujukan kepada pejabat dan 
wajib pajak karena telah melakukan tindak pidana yang bersifat 
kejahatan. 
c. Indikator Sanksi Pajak 
    Berdasarkan penelitian Husnurrosyidah dan Ulfah (2016) 
indikator sanksi pajak adalah sebagai berikut : 
1) Sanksi dalam SPT sangat diperlukan. 
2) Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak kurang bayar, 
jika pengisian SPT dilakukan tidak benar oleh wajib pajak. 
3) Denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan orang pribadi sebesar Rp.100.000,00. 
4) Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum 
dilakukannya pemeriksaan dari petugas pajak. 
  
 
5) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi 
adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak. 
7.  Pengetahuan Perpajakan 
a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan 
Pengetahuan diartikan segala sesuatu yang diketahui 
berkenaan dengan sesuatu hal. Pengetahuan dikaitkan dengan 
segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. 
Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan 
tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha 
mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Wardani dan 
Wati, 2018). 
Menurut Carolina (2009:7) menyatakan bahwa 
pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dimiliki oleh 
Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, 
dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pengetahuan 
pajak dapat berupa pengetahuan mengenai ketentuan umum di 
bidang perpajakan, fungsi pajak, jenis pajak, subjek dan objek 
pajak, perhitungan, dan pelaporan pajak. 
b. Indikator Pengetahuan Perpajakan 
Menurut penelitian Sari dan Fidiana (2017) Pengetahuan 




1) Pengetahuan mengenai ketentuan terkait kewajiban 
perpajakan yang berlaku.  
2) Pengetahuan mengenai seluruh peraturan mengenai batas 
waktu pelaporan.  
3) Pengetahuan mengenai NPWP yang berfungsi sebagai 
identitas Wajib Pajak dan tiap Wajib Pajak harus 
memilikinya.  
4) Pengetahuan mengenai pajak yang berfungsi sebagai 
sumber penerimaan negara terbesar.  
5) Pengetahuan mengenai pajak yang disetor dapat digunakan 
untuk pembiayaan oleh pemerintah.  
6) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang digunakan 
saat ini (menghitung, memperhitungkan, melapor, dan 
menyetorkan sendiri).  
B. Studi Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak banyak dilakukan oleh peneliti-
peneliti sebelumnya dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda, pada 
penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya dan Fitriani (2017) dengan judul 
“Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang 
dilakukan di KPP Kota Bandung menggunakan metode analisis deskriptif 
dengan kuesioner yang di sebar ke responden menunjukkan hasil bahwa Self 
assessment system berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
  
 
Pribadi dan juga dipengaruhi faktor lain seperti sistem administrasi perpajakan 
dan kualitas pelayanan fiskus. 
Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sudaryati dan Gerlan Hehanusa 
(2015) dengan judul “Pengaruh Penerapan Self Assesment System Dan 
Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro 
Kecil Dan Menengah” yang dilakukan di Kabupaten Sleman dengan 
menggunakan metode kuesioner (random sampling) menunjukkan hasil self 
assessment system tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
Penelitian Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018) dengan judul 
“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan 
Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening”  yang dilakukan 
terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kebumen 
menggunakan metode kuesioner dengan teknik pengambilan sampel 
convenience sampling menunjukkan hasil Sosialisasi perpajakan berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Imam Suryadi dan Sunarti dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh 
Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pemahaman Wajib 
Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 
Memenuhi Kewajibannya” pada tahun 2016 dengan Metode kuesioner teknik 
pengambilan sampel random sampling menunjukkan hasil Sosialisasi 
Perpajakan , Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang 
  
 
Pribadi secara bersamaan mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
Penelitian yang dilakukan Mohammad Choirul Anam, Rita Andini, dan 
Hartono dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus 
Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang 
Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel 
Intervening” pada tahun 2017 dengan metode kuesioner dan teknik 
pengambilan sampel random sampling menunjukkan hasil pelayanan fiskus, 
sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh langsung 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Oktaviane Lidya Winerungan pada penelitiannya dengan judul “Pengaruh 
Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap 
Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung” pada tahun 2013 dengan 
metode kuesioner dan teknik pengambilan sampel random sampling 
menunjukkan hasil sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi 
perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. 
Penelitian Heni Nurani Hartikayanti pada tahun 2019 menunjukkan 
hasil  bahwa mereka tidak termotivasi dan masih enggan membayar pajak 
secara teratur. Sebagian besar hambatan untuk memenuhi kepatuhan pajak 
mereka adalah bahwa tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu 




berikut ringkasan penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak : 
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
No Judul Penelitian Tahun 
Metode 
penelitian Hasil 
1 Pengaruh Self 
Assesment System 
Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak (S Mia 













2 Pengaruh Penerapan 
Self Assesment 
System Dan Kemauan 
Membayar Pajak 
Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Usaha 
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penelitian 
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Pajak Orang Pribadi 
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Perpajakan , Sanksi 
Administrasi dan 
Tingkat Pemahaman 







5 Pengaruh Kesadaran 
Wajib Pajak, 
Pelayanan Fiskus 
Dan Sanksi Pajak 
Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang 
Pribadi Yang 
Melakukan Kegiatan 
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No Judul Penelitian Tahun Metode 
penelitian 
Hasil 
7 Effect Of 
Motivation And 
Awareness On Tax 
Compliance Among 










bahwa mereka tidak 
termotivasi dan masih 
enggan membayar 




pajak mereka adalah 
bahwa tarif pajak yang 
ditetapkan oleh 
pemerintah terlalu 
tinggi sementara upaya 
mereka tidak terlalu 
stabil. 
 

















sosialisasi pajak tidak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak, 
dan motivasi wajib 
pajak  berpengaruh  
terhadap kepatuhan 
wajib pajak 
9 Entrepreneurship as 
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dan ditegakkan 















C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 
1.Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Self Assessment System adalah sebuah sistem dimana wajib pajak 
mencatat, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri dengan begitu 
wajib pajak tidak merasa terbebani dengan jumlah pajaknya. Wajib pajak 
menghitung sendiri hutang pajaknya sehingga biaya pajak dapat secara 
transparan diketahui wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan akan naik. 
  
 
Apabila wajib pajak memahami baik tentang perpajakan, maka wajib 
pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan self assessment 
system dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak ataupun sebaliknya (Mardiasmo, 2016:64). Diterapkannya self 
assessment system diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan 
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan 
meningkatkan penerimaan pajak oleh negara. 
Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya dan 
Fitirani (2018) dan Nurlaela (2017) bahwa self assessment system 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada 
penelitian Sudaryati dan Hehanusa (2015) menunjukkan bahwa Self 
Assessment System tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
 H1 =  Terdapat pengaruh positif Self Assessment System Terhadap 
                      Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pekalongan. 
2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
 Sosialisasi Pajak didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan 
untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada 
masyarakat. Sosialisasi Pajak dilakukan agar wawasan masyarakat tentang 
pajak meningkat, masyarakat akan paham pentingnya membayar pajak 
dengan demikian wajib pajak yang patuh akan meningkat, melalui 
sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon 
wajib pajak mengenai semua hal yang berhubungan dengan perpajakan. 
Tanpa adanya sosialisasi yang efektif  kepada wajib pajak maka akan 
  
 
mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Wardani 
dan Wati, 2018). Dilaksanakannya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas 
pajak atau pihak yang terkait diharapkan akan berpengaruh terhadap 
peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. 
Hasil penelitian oleh Ananda dkk (2015) dan Faizin dkk (2016), 
menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian Winerungan (2013) 
menunjukkan hasil bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
 H2 =  Terdapat pengaruh positif Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan  
          Wajib Pajak pada  KPP Pratama Pekalongan. 
3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Sanksi didefinisikan sebagai suatu tindakan yang berupa hukuman 
yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau 
undang-undang merupakan suatu rambu-rambu bagi seseorang agar tidak 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi tersebut 
dibutuhkan agar peraturan yang ditetapkan tidak dilanggar. Sanksi Pajak 
adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma 
perpajakan) akan ditaati, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat 
pencegah agar norma perpajakan tidak dilanggar oleh wajib pajak (Ni 
Ketut Muliari & Ery Setiawan, 2011). Sanksi kuat yang diterapkan oleh 
  
 
Dirjen pajak diharapkan akan berpengaruh dan membuat wajib pajak lebih 
patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
Hasil penelitian Suryadi & Sunarti (2016), menunjukkan bahwa 
sanksi pajak berpengaruh siginifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 
penelitian Winerungan (2013) menunjukkan hasil bahwa Sanksi Pajak 
tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
H3 = Terdapat pengaruh positif Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  
          pajak pada KPP Pratama Pekalongan. 
           4.Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib   
              Pajak 
Pengetahuan perpajakan yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh 
Wajib Pajak mengenai ketentuan umum perpajakan yang digunakan 
sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah 
atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
di bidang perpajakan. Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan 
penting untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
Apabila seseorang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap 
peraturan perpajakan maka selayaknya orang tersebut patuh akan 
kewajiban perpajakannya sehingga kecil kemungkinan orang tersebut 
untuk melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga apabila 
pengetahuan perpajakan seseorang itu tinggi maka kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi tersebut akan meningkat. Diharapkan semakin tinggi 
pengetahuan wajib pajak akan semakin meningkat tingkat kepatuhannya. 
  
 
Hasil penelitian Suryadi & Sunarti (2016), menunjukkan bahwa 
pemahaman wajib pajak  berpengaruh siginifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak 
H4 = Terdapat pengaruh positif Pengetahuan Perpajakan Terhadap  
         Kepatuhan Wajib pajak pada KPP Pratama Pekalongan. 
 Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka diagram kerangka 




































A. Jenis Penelitian 
Ada juga jenis penelitian yang berdasarkan jenis data yang 
digunakan, penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yaitu data 
kualitatif yang berupa kuesioner yang akan dijelaskan dalam suatu angka 
jawaban responden, sehingga data tersebut berubah menjadi berupa data 
kuantitatif. Tujuan dari hal tersebut untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan dan mengimplikasikan hasil dari analisis tersebut agar 
diperoleh kesimpulan. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, jenis penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif 
(penelitian hubungan). Menurut Sugiyono (2016:13), penelitian asosiatif 
didefinisikan sebagai penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui 
hubungan antara dua variabel atau lebih. 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Menurut Winerungan (2013), populasi merupakan kelompok 
elemen yang lengkap, biasanya berupa orang, objek, transaksi, ataupun 
kejadian yang membuat  kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi 
objek dari penelitian. Dalam penelitian ini populasi wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pekalongan sebanyak 224.255 





Menurut Sugiyono (2016:19), sampel didefinisikan sebagai bagian 
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut, jumlah 
sampel yang diambil sebanyak 96 orang. 
Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode 
sampling purposive. Menurut Sugiyono (2016:96) sampling purposive 
merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria 
tertentu. Dalam penelitian ini pertimbangan atau kriteria yang ditetapkan 
peneliti adalah wajib pajak yang komunikatif serta bersedia untuk 
dijadikan sampel pada penelitian. 
Untuk menentukan ukuran sampel yang berjumlah besar dan tidak 
diketahui secara pasti maka digunakan rumus sebagai berikut : 
                                                   Z
2 




n    = Ukuran sampel 
Z   = Tingkat distribusi normal pada taraf signifikan 5%=1,96 
Moe  = Margin of Error, yaitu pada tingkat kesalahan maksimal 
                 pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi. 
Dengan menggunakan Margin of Error sebesar 10%, maka jumlah 





     




C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual Variabel 
a. Kepatuhan Wajib Pajak 
Penelitian ini dari variabel Y tingkat Kepatuhan Wajib 
Pajak didefinisikan sebagai suatu pemenuhan kewajiban dalam 
perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak untuk 
berkontribusi bagi pembangunan sekarang dengan harapan didalam 
pemenuhannya diberikan secara sukarela, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diberlakukannya Self 
Assessment System di Indonesia menunjang besarnya peran wajib 
pajak dalam menentukan besar penerimaan negara dalam sektor 
pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (tax complience). 
 Oleh karena itu dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib 
pajak adalah pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan 
melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan 
yang berlaku (Sudaryati dan Hehanusa, 2015). 
Meliputi Self Assessment System (X1), Sosialisasi Pajak 
(X2), Sanksi Pajak (X3), Pelayanan Fiskus (X4), self assessment 
system diterapkan untuk memberikan kepercayaan penuh bagi 
masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran 
masyarakat dalam penyetoran pajaknya. Sosialisasi Pajak adalah 
proses dimana masyarakat mempelajari sistem nilai, norma dan 
pola perilaku dengan harapan kelompok sebagai bentuk 
  
 
transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi efektif 
dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mereka 
memahami tentang perpajajakan. Sanksi Pajak merupakan 
hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar atau 
melakukan kecurangan pajak dan digunakan agar orang lebih 
menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Pelayanan Fiskus 
adalah suatu cara yang dilakukan petugas pajak dalam bentuk 
pelayanan agar mendapat kepercayaan dalam menjalankan 
tugasnya memberikan segala yang dibutuhkan wajib pajak dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakannya. 
b. Self Assessment System 
Suatu sistem yang mengharuskan wajib pajak untuk 
melakukan sendiri semua kewajibannya atas pajak. Kepercayaan 
diberikan agar wajib pajak melakukan kewajibannya sendiri. Hal 
ini dikenal dengan menghitung pajak oleh wajib pajak, membayar 
dilakukan oleh wajib pajak dan juga melaporkan pajak dilakukan 
oleh wajib pajak itu sendiri. Sedangkan petugas hanya membina 
serta mengawasi dan memastikan bahwa setiap wajib pajak sudah 
melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
(Lasmaya dan Fitriani, 2017). 
Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem self assessment 
system adalah kepatuhan sukarela (valuntary complience), guna 
meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak, diperlukan 
  
 
keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, 
kesederhanaan peraturan dan prosedur serta pelayanan yang baik 
dan cepat dari wajib pajak (Sudaryati dan Hehanusa, 2015). 
c. Sosialisasi Pajak 
Menurut Sudrajat (2015:194) dalam Wardani dan Wati 
(2018), sosialisasi pajak diartikan sebagai suatu upaya yang 
dilakukan guna memberikan informasi perpajakan dengan tujuan 
agar seseorang atau kelompok paham tentang perpajakan sehingga 
kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan 
pemahaman yang baik dan benar melalui media sosialisasi, maka 
akan membuat wajib pajak memiliki pengetahuan tentang 
pentingnya membayar pajak, tanpa adanya sosialisasi yang efektif 
kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan 
dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Melalui sosialisasi pajak yang dilakukan secara intensif 
dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak paham tentang 
semua hal yang berkaitan denga perpajakan. Agar dapat memenuhi 
kewajiban perpajakan, wajib pajak dituntut untuk mengerti atau 
paham tentang pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan 
dengan harapan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wardani 





d. Sanksi Pajak 
Sanksi didefinisikan sebagai suatu tindakan berupa 
hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. 
Peraturan merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk 
melakukan yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak 
dilakukan. Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kesimpulan sanksi perpajakan 
merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar dan 
menganggap remeh denda yang kecil (Sri rizki, 2015).  
e. Pengetahuan Perpajakan 
   Pengetahuan perpajakan yaitu segala sesuatu yang diketahui 
oleh Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai ketentuan umum 
perpajakan yang digunakan sebagai dasar untuk bertindak, 
mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu 
sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang 
perpajakan. 
Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses 
dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan 






2. Definisi Operasional Variabel 
Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 








a. Melaporkan pajak 




















a. Menghitung kredit 











































a. Sanksi Denda 14 Interval 
b. Sanksi Bunga 15 Interval 
Sanksi 
Pidana 
a. Denda Pidana 16 Interval 



























D. Teknik Pengumpulan Data 
Proses pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Dengan menyebarkan kuesioner kepada 
responden melalui google form, sosial media ataupun secara langsung 
menyesuaikan kondisi. Untuk mengukur pendapat responden maka 
digunakan pengukuran likert lima angka yaitu dimulai dari angka 5 untuk 
sangat setuju (SS) sampai angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS) dengan 
rincian sebagai berikut : 
Angka 1 = Sangat tidak setuju (STS) 
Angka 2 = Tidak setuju (TS) 
  
 
Angka 3 = Kurang setuju (KS) 
Angka 4 = Setuju (S) 
Angka 5 = Sangat setuju (SS) 
E. Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Pengujian validasi adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui suatu data yang dapat dipercaya kebenarannya sesuai 
dengan kenyataannya. Menurut Sugiyono (2016:121) “Instrumen yang 
valid artinya alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data itu valid. 
Valid artinya instrumen tersebut dapat digunakan dan bisa validasi isi 
dengan analisis item, dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara 
butir instrumen dengan skor total. Untuk dianggap memenuhi syarat 
adalah r=0,3,jadi apabila korelasi antara butir dengan skor kurang dari 0,3, 
maka butir dalam instrumen tersebut tidak valid. 
2. Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan pengujian 
reliabilitas dengan internal consistency. Pengujian ini dilakukan untuk 
mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten jika 
dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 
dengan alat pengukuran yang sama. 
 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah koefisien yang 
paling sering digunakan karena koefisien ini menggunakan variasi dari 
item baik untuk format benar atau salah atau bukan, seperti format 
  
 
pada skala likert, sehingga koefisien alpha cronbach’s adalah 
koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi internal 
consistency. 
 Menurut Sugiyono (2016:121) syarat minimum yang dianggap 
memenuhi syarat adalah apabila koefisien alpha cronbach’s yang 
didapat 0,6. Jika koefisien dengan skor kurang dari 0,6 maka 
instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel. Jika dalam uji coba 
instrumen sudah valid dan relliabel, maka dapat digunakan untuk 
pengukuran dalam rangka pengumpulan data. 
F. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
    Uji normalitas yang dilakukan mempunyai tujuan untuk 
mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya 
berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang 
baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal (Umar, 
2015). Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai 
error yang berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga bisa 
dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas dan 






b. Uji Multikolinearitas 
   Menurut Ghozali (2016:103) mengemukakan uji 
multikolinearitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). 
Model yang baik harusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
independen. Apabila variabel itu saling mempunyai korelasi, maka 
variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal 
merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 
variabel independen sama dengan nol. 
Suatu cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya 
multikolinearitas dalam model regresi adalah dapat dilihat pada nilai 
tolerance dan nilai inflation factor (VIF). Nilai cutoff  yang sering 
dipakai adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥10. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas merupakan penyebaran data populasi 
pada bidang regresi tidak konstan yang mempunyai tujuan menguji 
apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 
residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk 
mendeteksi heterokedastisitas dengan menggunakan Gedser. Jika nilai 
signifikansi lebih kecil dari taraf  signifikansi 5% maka dikatakan 
terjadi masalah heteroskedastisitas dan apabila nilai signifikansi lebih 




2. Analisis Linier Berganda 
   Menurut Rahmawati dkk (2015) menyatakan bahwa analisis regresi 
linier berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih 
variabel independen (X1, X2, ...., Xn) dengan variabel dependen (Y). 
Analisis regresi linier berganda dipakai untuk merumuskan hubungan 
antara variabel dependen dan independen, dengan jumlah variabel lebih 
dari satu. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 
independen dengan variabel dependen serta memprediksikan nilai variabel 
dependen apabila variabel independen naik ataupun turun. Bentuk 
persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut : 
Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+℮ 
Keterangan : 
Y  = Kepatuhan Wajib Pajak 
X1  = Self Assessment System 
X2  = Sosialisasi Pajak 
X3  = Sanksi Pajak 
X4  = Pengetahuan perpajakan 
a  = Konstanta 
b1;b4 = Koefisien Regresi 
℮  = error 
3. Uji Hipotesis (Uji t) 
    Pengujian ini dipakai guna mengetahui apakah pengaruh setiap 
variabel bebas terhadap variabel terikat bermakna atau tidak pada model 
  
 
regresi. Menurut Sanusi (2012:126) dalam (Rahmawati dkk, 2015), uji 
hipotesis dengan rumus t-test dipakai untuk menguji kekuatan hubungan 
antara X dan Y . Dalam uji t tersebut memiliki kriteria pengujian apabila 
probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,025 artinya hipotesis diterima atau 
terdapat pengaruh yang signifikan, sebaliknya apabila nilai signifikansinya 
>0,025 maka hipotesis ditolak atau tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan. 
4. Koefisien Determinasi 
    Koefisien determinasi (R
2
) pada dasarnya untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 
Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2
 artinya 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan hampir 
semua variasi variabel-variabel independen memberikan penjelasan 
variabel dependen. 
Kelemahannya adalah bias terhadap jumlah variabel independen 
yang dimasukkan ke dalam model. Setiap bertambahnya satu variabel 
independen, maka R
2
 pasti akan meningkat tidak terpengaruh apakah 
variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel independen. Banyak 
peneliti menyarankan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2
 pada saat 





 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Umum Penelitian 
Bab ini merupakan analisis hasil penelitian mengenai “ Pengaruh Self 
Assessment System, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan 
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama 
Pekalongan”. Pembahasan analisis hasil penelitian ini di mulai dari Uji 
Instrumen, Uji Asumsi Klasik, dan dilanjutkan ke Uji Hipotesis. 
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam pengumpulan data 
penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang 
terdaftar sebagai  wajib pajak. Kuesioner disebar melalui google form dan 
telah memenuhi sampel yang telah dibutuhkan sebanyak 96 responden. 
Rincian perolehan kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 
rekapitulasi data. Setelah data terkumpul melalui penyebaran kuesioner, 
langkah selanjutnya yaitu pemberian kode sebagai nomor urut pada kuesioner 
dan kemudian melakukan tabulasi untuk data tersebut. Tahap selanjutnya 
adalah melakukan dari Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, dan dilanjutkan ke 
Uji Hipotesis menggunakan bantuan program aplikasi  SPSS 22. 
B. Deskripsi Objek Penelitian 
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan 
KPP Pratama Pekalongan merupakan instansi di bawah naungan 
kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa tengah I Semarang yang 
beralamat di jalan Merdeka No. 9 Pekalongan. Pada awal pembentukannya, 
  
 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan masih berbentuk Kantor Dinas 
Luar Tingkat I yang beralamat di Jalan Kepodang Nomor IA Pekalongan. 
Kantor Dinas Luar ini dibagi menjadi dua, yaitu : 
a. Kantor Dinas Luar Kota Pekalongan yang membawahi empat 
Kantor Dinas Luar Tingkat I, yaitu Kabupaten Batang, Kota 
Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. 
b. Kantor Dinas Luar Tingkat II Tegal yang membawahi tiga Kantor 
Dinas Luar Tingkat II, yaitu Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan 
Kabupaten Brebes. 
           Dengan semakin bertambahnya jumlah wajib pajak dan penerimaan 
pajak, serta   berdasarkan pertimbangan pokok, sejak tanggal 1 januari 1964 
Kantor Dinas Luar Tingkat I Kota Pekalongan di ditingkatkan menjadi Kantor 
Inspektasi Keuangan Pekalongan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh eks- 
Karsidenan Pekalongan. Pembentukan ini sesuai dengan surat Keputusan 
Menteri Urusan P3 Nomor BUAO/2/24/4 tanggal 5 Desember 1963. Pada 
tanggal 1 April 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
276/KMK/011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, 
Kantor Inspeksi Pajak Pekalongan dan Fungsinya ditingkatkan menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak Pekalongan Tipe B dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten 
Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. 
Sejak November 2007, Kantor Pelayanan Pajak Pekalongan Tipe B diubah 
menjadi Kantor Pelayan Pajak Pratama Pekalongan dengan wilayah kerja Kota 
Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Kabupaten 
  
 
Batang tidak menjadi wilayah kerja KPP Pekalongan karena telah menjadi 
wilayah kerja KPP Pratama Batang. 
2. VISI, MISI dan MOTTO KPP PRATAMA PEKALONGAN 
a) Visi KPP Pratama Pekalongan : 
KPP Pratama Pekalongan memegang teguh Visi Direktorat 
Jenderal Pajak yaitu; “menjadi institusi pemerintah penghimpunan pajak 
negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”. Serta memegang erat 
nilai-nilai Kementrian Keuangan diantaranya: Integritas, Profesionalisme, 
Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. 
 b)  Misi KPP Pratama Pekalongan, antara lain : 
1) Menghimpun Penerimaan Pajak yang optimal. 
2) Menerapkan Standar Pelayanan Prima Kepada seluruh Pihak  
    yang Berkepentingan. 
3) Menyediakan Sarana Dan Prasarana Terbaik. 
4) Membangun Budaya Korya sesuai Nilai Nilai kementerian     
     Keuangan 
c)  Motto KPP Pratama Pekalongan, antara lain : 
1) Integritas 
2) Profesionalisme 






3. Struktur Organisasi  
   Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 
bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi 
menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu 
dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas danfungsi dibatasi. 
Struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang antara 
siapa melapor kepada siapa.  
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, sruktur organisasi 
yang dipakai adalah bentuk struktur organisasi Garis dan Staff, yaitu suatu 
bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal 
dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya serta pada 
masing-masing pejabat dan manajer ditempatkan satu atau lebih pejabat staff 
yang tidak mempunyai wewenang memerintah tetapi hanya sebagai penasihat, 
misalnya mengenai masalah penagihan, ekstensifikasi, pelayanan dan lain 
sebagainya. 
C. Deskripsi Karakteristik Responden 
   Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 96 responden, maka 
dapat di identifikasikan karakteristik responden sebagai berikut : 
1. Jenis Kelamin 
    Klasifikasi responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 




Tabel 4.1 Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin 
No Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase 
1 Laki-Laki 45 46.875% 
2 Perempuan 51 53.125% 
Total 96 100.000% 
 
Berdasarkan tabel diatas responden dengan jenis kelamin laki-laki 
sebanyak 45 atau 46.875% , sedangkan responden perempuan berjumlah 
51 atau 53.125%. 
2. Usia 
Klasifikasi responden menurut usia dapat dilihat pada tabel sebagai 
berikut : 
Tabel 4.2 Klasifikasi responden berdasarkan usia 
No Usia (Tahun) Frekuensi Prosentase 
1 19-25 61 64% 
2 26-30 20 21% 
3 31-35 7 7% 
4 >35 8 8% 
Total 96 100% 
 
Berdasarkan tabel diatas responden dengan usia 19-25 berjumlah 
61 orang atau 64%, responden berusia 26-30 berjumlah 20 orang atau 
21%, responden berusia 31-35 berjumlah 7 orang atau 7%, responden 
berusia diatas 35 berjumlah 8 orang atau 8%. 
3. Pekerjaan 
Klasifikasi responden menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel 
sebagai berikut : 
  
 
Tabel 4.3 Klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan 
No Pekerjaan Frekuensi Prosentase 
1 Pegawai Swasta 68 70.833% 
2 Pegawai BUMN 15 15.625% 
3 PNS/TNI/POLRI 13 13.542% 
Total 96 100% 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah responden 
dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta sebanyak 68 orang atau 
70.833%, responden dengan pekerjaan sebagai pegawai BUMN sebanyak 
15 orang atau 15.625%, responden dengan pekerjaan sebagai 
PNS/TNI/POLRI sebanyak 13 orang atau 13.542%.  
D. Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Pengujian validasi adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui suatu data yang dapat dipercaya kebenarannya sesuai 
dengan kenyataannya. Menurut Sugiyono (2016:121) “Instrumen yang 
valid artinya alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data itu valid. 
Valid artinya instrumen tersebut dapat digunakan dan bisa validasi isi 
dengan analisis item, dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara 
butir instrumen dengan skor total. Untuk dianggap memenuhi syarat 
adalah r=0,3,jadi apabila korelasi antara butir dengan skor kurang dari 0,3, 
maka butir dalam instrumen tersebut tidak valid. 
Berikut hasil dari pengujian validitas dari masing-masing variabel X 









Sig. (2-tailed) N 
X1 .665** .000 96 
X2 .506** .000 96 
X3 .574** .000 96 
X4 .555** .000 96 
X5 .731** .000 96 
X6 .741** .000 96 
X7 .613** .000 96 
X8 .533** .000 96 
X9 .719** .000 96 
X10 .797** .000 96 
X11 .702** .000 96 
X12 .650** .000 96 
X13 .762** .000 96 
X14 .779** .000 96 
X15 .577** .000 96 
X16 .534** .000 96 
  
Berdasarkan tabel diatas pada bagian Pearson Correlation semua 
butir pertanyaan dari X1, X2, X3, X4, sampai dengan X16  memiliki hasil 
diatas 0,3 dan terdapat lambang ** yang diartikan bahwa semua butir 
pertanyaan variabel X dikatakan “ Valid”. 
Tabel 4.5 Hasil validitas variabel Y 
  
JMLY 
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 
Y1 .894** .000 96 
Y2 .640
**
 .000 96 
Y3 .926** .000 96 
Y4 .703** .000 96 




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada bagian kolom pearson 
correlation butir pertanyaan dari Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5 memiliki hasil 
diatas 0,3 dan terdapat lambang ** yang diartikan bahwa semua butir 
pertanyaan variabel Y dikatakan “ Valid”. 
2. Uji Reliabilitas 
   Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil 
pengukuran tetap konsisten jika dilakukan pengukuran dua kali atau 
lebih terhadap gejala yang sama dengan alat pengukuran yang sama. 
Menurut Sugiyono (2016:121) syarat minimum yang dianggap 
memenuhi syarat adalah apabila koefisien alpha cronbach’s yang 
didapat 0,6. Jika koefisien dengan skor kurang dari 0,6 maka 
instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel. Jika dalam uji coba 
instrumen sudah valid dan relliabel, maka dapat digunakan untuk 
pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Berikut hasil dari 
pengujian reliabilitas variabel X dan Y : 
Tabel 4.6 Hasil uji reliabilitas variabel X dan Y 
Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 
X 0,907 Reliabel 
Y 0,827 Reliabel 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari uji reliabilitas 
variabel X= 0,907, Y = 0,827, dan dapat dikatakan kedua variabel tersebut 




E. Analisis Data dan Uji Hipotesis 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
    Uji normalitas yang dilakukan mempunyai tujuan untuk 
mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya 
berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Pada pengujian 
ini ditetapkan berdistribusi normal jika lebih besar dari taraf 
signifikansi 5%. Hasil pengujian normalitas sebagai berikut : 
Tabel 4.7 Hasil uji normalitas 
 
















Kolmogorov-Smirnov Z 1.259 
Asymp. Sig. (2-tailed) .084 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Berdasarkan data pengujian diatas dapat dilihat pada bagian 
Asymp. Sig (2-tailed) nilainya sebesar 0,084 atau 8,4%, maka variabel 






b. Uji Multikolinearitas 
   Menurut Ghozali (2016:103) mengemukakan uji 
multikolinearitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). 
Model yang baik harusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
independen. Suatu cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya 
multikolinearitas dalam model regresi adalah dapat dilihat pada nilai 
tolerance dan nilai inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang sering 
dipakai adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥10. 
Berikut hasil uji multikolinearitas : 















Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 
18.980 3.460   5.486 .000     
X1 -.047 .140 -.036 -.338 .736 .935 1.069 
X2 .071 .078 .099 .915 .362 .933 1.072 
X3 .036 .104 .037 .351 .726 .957 1.045 
X4 .057 .115 .052 .494 .623 .968 1.034 
a. Dependent Variable: Y 
 
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Tolerance 
variabel X1= 0,935, X2= 0,933, X3= 0,957 , X4= 0,968. Nilai VIF 
Variabel X1= 1,069, X2= 1,072, X3= 1,045, X4= 1,034. Semua variabel 
memiliki nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10.00 sehingga 
dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. 
  
 
c. Uji Heteroskedastisitas 
   Uji heteroskedastisitas merupakan penyebaran data populasi pada 
bidang regresi tidak konstan yang mempunyai tujuan menguji apakah 
dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 
suatu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk 
mendeteksi heterokedastisitas dengan menggunakan Gedser. Jika nilai 
signifikansi lebih kecil dari taraf  signifikansi 5% maka dikatakan 
terjadi masalah heteroskedastisitas dan apabila nilai signifikansi lebih 
besar dari 5% maka dikatakan tidak terjadi masalah 
heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas : 
Tabel 4.9 Hasil uji heteroskedastisitas 
Variabel Sign Keterangan 
Self Assessment System 0,063 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Sosialisasi Pajak 0,290 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Sanksi Pajak 0,936 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Pengetahuan 
Perpajakan 
0,323 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan semua variabel X nilai 
signifikansinya diatas 5% atau 0,05 menunjukkan model regresi pada 
penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
2. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi linier berganda dipakai untuk merumuskan 
hubungan antara variabel dependen dan independen, dengan jumlah 
variabel lebih dari satu. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 
antara variabel independen dengan variabel dependen serta 
  
 
memprediksikan nilai variabel dependen apabila variabel independen naik 
ataupun turun. Berikut hasil uji analisis linier berganda : 










T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 17.166 3.666  4.683 .000 
SAS .630 .121 .477 5.199 .000 
SOSIALISASI .261 .082 .289 3.198 .002 
SANKSI -.371 .159 -.193 -2.329 .022 
PENGETAHUAN -.184 .136 -.116 -1.353 .179 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN 
 
 
Berdasarkan tabel diatas pada bagian (B) diperoleh rumus regresi 
sebagai berikut : 
 Y = 17,166 + 0,630 X1 + 0,261 X2 - 0,371 X3 - 0,184 X4 + e 
 Konstanta (a) 
Artinya jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) 
maka nilai variabel terikat (Beta) sebesar 17,166. 
 Self Assessment System (X1) terhadap beta (Y) 
Nilai X1 sebesar 0,630 yang berarti setiap kenaikan X1 maka 
variabel beta (Y) akan naik sebesar 0,630 dengan asumsi bahwa 





 Sosialisasi pajak (X2) terhadap beta (Y) 
Nilai X2 sebesar 0,261 yang berarti setiap kenaikan X2 maka 
variabel beta (Y) akan naik sebesar 0,261 dengan asumsi bahwa 
variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap. 
 Sanksi pajak (X3) terhadap beta (Y) 
Nilai X3 sebesar 0,371 dan bertanda negatif, ini 
menunjukkan bahwa sosialisasi pajak mempunyai hubungan yang 
berlawanan arah dengan Y. Artinya setiap kenaikan X3 maka 
variabel beta (Y) akan turun sebesar 0,371 dengan asumsi variabel 
bebas lain dari model regresi adalah tetap. 
 Pengetahuan perpajakan (X4) terhadap beta (Y) 
Nilai X4 sebesar 0,184 dan bertanda negatif, ini 
menunjukkan bahwa sosialisasi pajak mempunyai hubungan yang 
berlawanan arah dengan Y. Artinya setiap kenaikan X4 maka 
variabel beta (Y) akan turun sebesar 0,184 dengan asumsi variabel 
bebas lain dari model regresi adalah tetap. 






Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 590.872 4 147.718 17.723 .000
b
 
Residual 758.461 91 8.335   
Total 1349.333 95    
a. Dependent Variable: KEPATUHAN 




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 
0,000 kurang dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa Self assessment 
system(X1), sosialisasi pajak (X2), sanksi pajak (X3), dan pengetahuan 
perpajakan (X4)  berpengaruh terhadap  kepatuhan wajib pajak (Y). 
 
3. Uji Hipotesis (Uji t) 
Pengujian ini dipakai guna mengetahui apakah pengaruh setiap 
variabel bebas terhadap variabel terikat bermakna atau tidak pada 
model regresi. Dalam uji t tersebut memiliki kriteria pengujian apabila 
probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,025, artinya hipotesis diterima 
atau terdapat pengaruh yang signifikan, sebaliknya apabila nilai 
signifikansinya >0,025 maka hipotesis ditolak atau tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan. 
Berikut hasil Pengujian hipotesis (uji t) : 









T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 17.166 3.666  4.683 .000 
SAS .630 .121 .477 5.199 .000 
SOSIALISASI .261 .082 .289 3.198 .002 
SANKSI -.371 .159 -.193 -2.329 .022 
PENGETAHUAN -.184 .136 -.116 -1.353 .179 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN 
 
Berdasarkan data diatas pada bagian Sig dapat disimpulkan : 
 Self assessment system  terhadap kepatuhan (Y) 
  
 
Terlihat pada kolom signifikansi nilai “SAS” 0,000 yang 
artinya kurang dari 0,025 dan T hitung sebesar 5,199 lebih besar 
dari T tabel sebesar 1,985, jadi dapat disimpulkan self assessment 
system mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
 Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan (Y) 
Terlihat pada kolom signifikansi nilai “Sosialisasi” 0,002 
yang artinya kurang dari 0,025 dan T hitung sebesar 3,198 lebih 
besar dari T tabel sebesar 1,985, jadi dapat disimpulkan sosialisasi 
pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
 Sanksi pajak terhadap kepatuhan (Y) 
Terlihat pada kolom signifikansi nilai “Sanksi” 0,022 yang 
artinya kurang dari 0,025, namun T hitung sebesar -2,329 lebih 
kecil dari T tabel sebesar 1,985, jadi dapat disimpulkan sanksi 
pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan (Y) 
Terlihat pada kolom signifikansi nilai “pengetahuan” 0,179 
yang artinya lebih dari 0,025 dan T hitung sebesar -1,353 lebih 
kecil dari T tabel sebesar 1,985, jadi  dapat disimpulkan 





4. Koefisien Determinasi 
    Koefisien determinasi (R
2
) pada dasarnya untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 
Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2
 artinya 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan hampir 
semua variasi variabel-variabel independen memberikan penjelasan 
variabel dependen. Berikut hasil analisis koefisien determinasi : 
Tabel 4.13 hasil uji koefisien determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .662
a
 .438 .413 2.887 
a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN, SOSIALISASI, SANKSI, SAS 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa self assessment 
system, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan 
mempunyai pengaruh sebesar 41,3% terhadap kepatuhan wajib pajak, 
sedangkan 58,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 
F. Pembahasan Hasil Penelitian 
   Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh self assessment system, 
sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pekalongan. 
Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasannya adalah sebagai berikut : 
1. Pengaruh positif self assessment system terhadap kepatuhan wajib 
pajak pada KPP Pratama Pekalongan 
Penelitian ini mendukung hipotesis satu yang menyatakan 
self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
  
 
wajib pajak pada KPP Pratama Pekalongan. Hasil pengujian 
hipotesis ini menghasilkan nilai X1 sebesar 0,630 yang berarti 
setiap kenaikan X1 maka variabel beta (Y) akan naik sebesar 0,630 
dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari model regresi adalah 
tetap. Pada kolom signifikansi nilai “SAS” 0,000 yang artinya 
kurang dari 0,025 dan T hitung sebesar 5,199 lebih besar dari T 
tabel sebesar 1,985, jadi dapat disimpulkan self assessment system 
mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Self assessment system akan mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak. Wajib pajak menghitung sendiri hutang pajaknya 
sehingga biaya pajak dapat secara transparan diketahui wajib pajak 
sehingga tingkat kepatuhan akan naik. Apabila wajib pajak 
memahami baik tentang perpajakan, maka wajib pajak akan 
memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan self assessment system 
dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak ataupun sebaliknya. 
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
Lasmaya dan Fitriani (2017) yang membuktikan adanya pengaruh 
self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya 
pemahaman yang baik tentang manfaat dan tata cara self 




2. Pengaruh positif sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
KPP Pratama Pekalongan 
Penelitian ini mendukung hipotesis dua yang menyatakan 
sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak pada KPP Pratama Pekalongan. Pengujian hipotesis dua 
menghasilkan nilai X2 sebesar 0,261 yang berarti setiap kenaikan 
X2 maka variabel beta (Y) akan naik sebesar 0,261 dengan asumsi 
bahwa variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap dan nilai 
signifikansi “Sosialisasi” 0,002 yang artinya kurang dari 0,025 dan  
T hitung sebesar 3,198 lebih besar dari T tabel sebesar 1,985, jadi 
dapat disimpulkan sosialisasi pajak mempunyai pengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Sosialisasi Pajak dilakukan agar wawasan masyarakat tentang 
pajak meningkat, masyarakat akan paham pentingnya membayar 
pajak dengan demikian wajib pajak yang patuh akan meningkat, 
melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan 
pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang 
berhubungan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang 
efektif  kepada wajib pajak maka akan mengalami kesulitan dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018) yang 
  
 
membuktikan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Adanya sosialisasi yang dilakukan pihak fiskus 
kepada masyarakat akan meningkatkan wawasan tentang 
pentingnya pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan 
wajib pajak. 
3. Pengaruh negatif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
KPP Pratama Pekalongan 
Penelitian ini tidak mendukung hipotesis tiga yang menyatakan 
sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pengujian hipotesis tiga ini menghasilkan nilai X3 sebesar 0,371 
dan bertanda negatif, ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak 
mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Artinya 
setiap kenaikan X3 maka variabel beta (Y) akan turun sebesar 
0,371 dengan asumsi variabel bebas lain dari model regresi adalah 
tetap. Pada kolom signifikansi nilai “Sosialisasi” 0,022 yang 
artinya kurang dari 0,025, namun T hitung sebesar -2,329 lebih 
kecil dari T tabel sebesar 1,985, jadi dapat disimpulkan sanksi 
pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Sanksi Pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati, dengan kata 
lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar norma perpajakan 
tidak dilanggar oleh wajib pajak. Sanksi kuat yang diterapkan oleh 
  
 
Dirjen pajak diharapkan akan berpengaruh dan membuat wajib 
pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Imam Suryadi dan Sunarti (2016) yang 
membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Sanksi yang berat akan membuat wajib pajak taat 
terhadap peraturan dan tingkat kepatuhan akan naik. 
4. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak pada KPP Pratama Pekalongan 
Penelitian ini tidak mendukung hipotesis empat yang 
menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis menghasilkan 
nilai X4 sebesar 0,184 dan bertanda negatif, ini menunjukkan 
bahwa sosialisasi pajak mempunyai hubungan yang berlawanan 
arah dengan Y. Artinya setiap kenaikan X4 maka variabel beta (Y) 
akan turun sebesar 0,184 dengan asumsi variabel bebas lain dari 
model regresi adalah tetap. Pada kolom signifikansi nilai 
“pengetahuan” 0,179 yang artinya lebih besar dari 0,025 dan T 
hitung sebesar -1,353 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,985, jadi  
dapat disimpulkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pengetahuan perpajakan yaitu segala sesuatu yang 
diketahui oleh Wajib Pajak mengenai ketentuan umum perpajakan 
  
 
yang digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil 
keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. 
Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk 
menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila 
seseorang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap 
peraturan perpajakan maka selayaknya orang tersebut patuh akan 
kewajiban perpajakannya sehingga kecil kemungkinan orang 
tersebut untuk melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. 
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Imam Suryadi dan Sunarti (2016) yang 
menghasilkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif 


















   Berdasarkan hasil penelitian di bab sebelumnya mengenai pengaruh self 
assessment system, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pekalongan, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak pada KPP Pratama Pekalongan 
2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
pada KPP Pratama Pekalongan.  
3. Sanksi pajak berpengaruh negatif tterhadap kepatuhan wajib pajak 
pada KPP Pratama Pekalongan.  
4. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak pada KPP Pratama Pekalongan. 
5. Self assessment system, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan 
pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh sebesar 41,3% terhadap 
kepatuhan wajib pajak, sedangkan 58,7% dipengaruhi variabel lain 
yang tidak diteliti. 
B. Saran 
Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan hal sebagai berikut : 
1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak menggunakan variabel 
pengetahuan perpajakan karena hasil yang didapatkan tidak berpengaruh, 
  
 
menambahkan faktor-faktor lain yang memiliki kemungkinan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, seperti kesadaran wajib 
pajak, kualitas pelayanan pegawai pajak, maupun faktor lain karena pada 
penelitian ini dari 4 variabel X hanya berpengaruh sebesar 41,3% dan 
sisanya sebesar 58,7% adalah pengaruh dari variabel yang tidak diteliti 
sehingga dapat memperluas kajian mengenai penelitian di bidang 
perpajakan. 
2. Untuk penelitian selanjutya sebaiknya menambahkan teknik lain selain 
kuesioner dalam mengumpulkan data mengenai kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi, sehingga jawaban yang diperoleh dari responden terkait 
pernyataan yang diajukan saat penelitian dapat lebih akurat. 
3. Untuk wajib pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran diri 
tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan masyarakat. 
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak KPP 
Pratama Pekalongan. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Terkait saat penyebaran kuesioner wilayah sedang diberlakukan 
physical distancing karena wabah Covid-19 yang menyebabkan 
kuesioner dikirim melalui google form yang mana masih banyak 




2. Terkadang jawaban dari responden tidak menggambarkan kondisi 
responden yang sesungguhnya. 
3. Kuesioner yang dikirim ke responden tidak semuanya dijawab 
sehingga peneliti harus melakukan penyebaran ulang agar sesuai 
dengan jumlah sampel yang telah ditentukan. 
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Kepatuhan wajib pajak 
no Pernyataan STS TD KS S SS 
1 Sebagai WP, saya melakukan 
pembukuan secara benar  
          
2 saya tepat waktu dalam 
menyampaikan SPT tahunan setiap 
tahunnya 
          
3 saya selalu menyetorkan dan 
melaporkan SPT masa dengan tepat 
waktu setiap bulannya 
          
4 saya bersedia memenuhi kewajiban 
atas tunggakan pajak selama ini, jika 
ada 
          
5 saya selalu menyetor dan 
melaporkan SPT dikantor 
          
 
Self Assessment System 
no Pernyataan STS TD KS S SS 
1 Saya selalu menghitung kredit pajak 
saya sendiri 
          
2 sebagai wajib pajak saya selalu 
melakukan pembayaran pajak sendiri 
          
3 saya selalu menyetor dan 
melaporkan pajak terutang 











no Pernyataan STS TD KS S SS 
1 saya sering melihat atau mengikuti 
penyuluhan secara langsung yang 
dilakukan oleh petugas pajak 
          
2 saya sering melihat media-media TV 
atau lain sebagainya 
          
3 sebagai wajib pajak saya sering 
berkomunikasi dengan sesama wajib 
pajak terkait sosialisasi pajak 
          
4 saya sering melihat petugas pajak 
menyampaikan informasi pajak 
kepada wajib pajak 
          
5 pemasangan spanduk atau banner 
tentang informasi pajak membuat 
wajib pajak paham akan pentingnya 
pemenuhan kewajiban perpajakan 


















no Pernyataan STS TD KS S SS 
1 Petugas pajak perlu menerapkan 
sanksi yang tegas agar wajib pajak 
patuh dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakannya 
          
2 Sanksi berupa denda 50% dari pajak 
yang kurang bayar adalah hal yang 
wajar 
          
3 Denda sebesar Rp.100.000 akibat 
keterlambatan pelaporan SPT adalah 
hal yang wajar 
          
4 Evaluasi secara berkala sangat penting 
untuk mengantisipasi adanya 
pemeriksaan pajak dari petugas pajak 
          
 
Pengetahuan Perpajakan 
no Pernyataan STS TD KS S SS 
1 Saya mengetahui ketentuan terkait 
kewajiban perpajakan yang berlaku. 
          
2 Saya mengetahui peraturan mengenai 
batas waktu pelaporan SPT. 
          
3 Pajak berfungsi sebagai sumber 
penerimaan negara terbesar di Indonesia. 
          
4 Pajak yang disetor dapat digunakan 
untuk pembiayaan oleh pemerintah. 








a. Kepatuhan Wajib Pajak 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
5 4 4 5 4 
4 3 4 5 3 
4 4 4 4 4 
5 5 2 4 3 
5 3 4 5 4 
1 4 1 1 4 
5 5 5 5 5 
5 5 5 5 4 
5 5 5 5 3 
2 4 2 2 2 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 
5 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 
3 1 1 5 2 
5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 5 4 4 3 
5 5 5 4 3 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 
3 3 3 4 3 
5 4 4 5 4 
4 3 4 5 3 
4 4 4 4 4 
5 5 2 4 3 
  
 
5 3 4 5 4 
1 4 1 1 4 
5 5 5 5 5 
5 5 5 5 4 
5 5 5 5 3 
2 4 2 2 2 
 
 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 
5 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 
3 1 1 5 2 
5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 5 4 4 3 
5 5 5 4 3 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 
3 3 3 4 3 
5 4 4 5 4 
4 3 4 5 3 
4 4 4 4 4 
5 5 2 4 3 
5 3 4 5 4 
1 4 1 1 4 
5 5 5 5 5 
5 5 5 5 4 
5 5 5 5 3 
2 4 2 2 2 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 
5 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 
3 1 1 5 2 
  
 
5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 5 4 4 3 
5 5 5 4 3 
4 4 4 4 4 
 
 
4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 
3 3 3 4 3 
5 4 4 5 4 
4 3 4 5 3 
4 4 4 4 4 
5 5 2 4 3 
5 3 4 5 4 
1 4 1 1 4 
5 5 5 5 5 
5 5 5 5 4 
5 5 5 5 3 
2 4 2 2 2 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 
5 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 
3 1 1 5 2 
5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 5 4 4 3 
5 5 5 4 3 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 




b.Self Assessment System 
X1.1 X1.2 X1.3 
4 4 4 
4 5 3 
4 4 4 
1 5 1 
5 5 5 
 
 
2 4 3 
4 4 4 
2 2 4 
2 5 5 
1 1 2 
1 4 4 
3 5 4 
4 4 3 
4 4 4 
1 1 1 
4 4 4 
4 5 4 
3 4 3 
2 3 3 
5 5 4 
4 4 4 
3 3 3 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 5 3 
4 4 4 
1 5 1 
5 5 5 
2 4 3 
4 4 4 
2 2 4 
2 5 5 
  
 
1 1 2 
1 4 4 
3 5 4 
4 4 3 
4 4 4 




4 4 4 
4 5 4 
3 4 3 
2 3 3 
5 5 4 
4 4 4 
3 3 3 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 5 3 
4 4 4 
1 5 1 
5 5 5 
2 4 3 
4 4 4 
2 2 4 
2 5 5 
1 1 2 
1 4 4 
3 5 4 
4 4 3 
4 4 4 
1 1 1 
4 4 4 
4 5 4 
  
 
3 4 3 
2 3 3 
5 5 4 
4 4 4 
3 3 3 
4 4 4 
4 4 4 




4 5 3 
4 4 4 
1 5 1 
5 5 5 
2 4 3 
4 4 4 
2 2 4 
2 5 5 
1 1 2 
1 4 4 
3 5 4 
4 4 3 
4 4 4 
1 1 1 
4 4 4 
4 5 4 
3 4 3 
2 3 3 
5 5 4 
4 4 4 
3 3 3 
4 4 4 





X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
4 5 5 4 5 
4 4 4 2 4 
3 3 4 3 5 
3 2 3 2 4 
5 5 5 5 5 
3 5 4 4 4 
4 5 4 4 5 
 
 
2 4 5 3 5 
1 5 3 1 5 
1 1 1 1 1 
4 4 4 4 4 
2 3 3 3 2 
4 5 4 3 3 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 
3 4 4 3 2 
4 4 4 4 4 
1 4 3 4 5 
2 3 2 2 5 
4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 
5 5 5 5 5 
4 3 3 3 3 
4 5 5 4 5 
4 4 4 2 4 
3 3 4 3 5 
3 2 3 2 4 
5 5 5 5 5 
3 5 4 4 4 
4 5 4 4 5 
  
 
2 4 5 3 5 
1 5 3 1 5 
1 1 1 1 1 
4 4 4 4 4 
2 3 3 3 2 
4 5 4 3 3 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 




4 4 4 4 4 
1 4 3 4 5 
2 3 2 2 5 
4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 
5 5 5 5 5 
4 3 3 3 3 
4 5 5 4 5 
4 4 4 2 4 
3 3 4 3 5 
3 2 3 2 4 
5 5 5 5 5 
3 5 4 4 4 
4 5 4 4 5 
2 4 5 3 5 
1 5 3 1 5 
1 1 1 1 1 
4 4 4 4 4 
2 3 3 3 2 
4 5 4 3 3 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 
  
 
4 4 4 4 4 
3 4 4 3 2 
4 4 4 4 4 
1 4 3 4 5 
2 3 2 2 5 
4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 
5 5 5 5 5 
4 3 3 3 3 
4 5 5 4 5 
4 4 4 2 4 
3 3 4 3 5 
3 2 3 2 4 
 
 
5 5 5 5 5 
3 5 4 4 4 
4 5 4 4 5 
2 4 5 3 5 
1 5 3 1 5 
1 1 1 1 1 
4 4 4 4 4 
2 3 3 3 2 
4 5 4 3 3 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 
3 4 4 3 2 
4 4 4 4 4 
1 4 3 4 5 
2 3 2 2 5 
4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 
5 5 5 5 5 





X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 
4 3 4 5 
4 3 1 2 
3 3 3 4 
5 3 4 3 
5 5 4 5 
3 3 3 4 
5 4 4 4 
5 3 3 5 
5 2 4 4 
1 1 1 3 
1 1 1 1 
 
 
4 3 3 4 
5 4 3 5 
4 4 4 4 
4 1 4 4 
5 5 5 5 
4 3 4 5 
5 4 3 4 
5 2 3 4 
4 2 1 3 
5 5 5 4 
4 3 4 4 
4 4 4 4 
5 3 3 5 
4 3 4 5 
4 3 1 2 
3 3 3 4 
5 3 4 3 
5 5 4 5 
3 3 3 4 
5 4 4 4 
  
 
5 3 3 5 
5 2 4 4 
1 1 1 3 
1 1 1 1 
4 3 3 4 
5 4 3 5 
4 4 4 4 
4 1 4 4 
5 5 5 5 
4 3 4 5 
5 4 3 4 
5 2 3 4 
4 2 1 3 
5 5 5 4 
4 3 4 4 
4 4 4 4 
 
 
5 3 3 5 
4 3 4 5 
4 3 1 2 
3 3 3 4 
5 3 4 3 
5 5 4 5 
3 3 3 4 
5 4 4 4 
5 3 3 5 
5 2 4 4 
1 1 1 3 
1 1 1 1 
4 3 3 4 
5 4 3 5 
4 4 4 4 
4 1 4 4 
5 5 5 5 
4 3 4 5 
5 4 3 4 
  
 
5 2 3 4 
4 2 1 3 
5 5 5 4 
4 3 4 4 
4 4 4 4 
5 3 3 5 
4 3 4 5 
4 3 1 2 
3 3 3 4 
5 3 4 3 
5 5 4 5 
3 3 3 4 
5 4 4 4 
5 3 3 5 
5 2 4 4 
1 1 1 3 
 
 
1 1 1 1 
4 3 3 4 
5 4 3 5 
4 4 4 4 
4 1 4 4 
5 5 5 5 
4 3 4 5 
5 4 3 4 
5 2 3 4 
4 2 1 3 
5 5 5 4 
4 3 4 4 
4 4 4 4 





X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 
4 5 5 5 
3 2 3 3 
4 4 5 5 
5 4 5 5 
5 5 5 5 
3 4 5 5 
4 5 5 5 
4 4 5 5 
5 5 5 5 
1 1 3 3 
1 4 3 2 
4 4 5 4 
4 4 4 5 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
 
 
4 4 5 5 
4 4 3 4 
4 4 5 5 
3 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 3 
4 4 5 3 
4 4 5 5 
4 5 5 5 
3 2 3 3 
4 4 5 5 
5 4 5 5 
5 5 5 5 
3 4 5 5 
4 5 5 5 
4 4 5 5 
5 5 5 5 
1 1 3 3 
  
 
1 4 3 2 
4 4 5 4 
4 4 4 5 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 5 5 
4 4 3 4 
4 4 5 5 
3 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 3 
4 4 5 3 
4 4 5 5 
4 5 5 5 
3 2 3 3 
4 4 5 5 
 
 
5 4 5 5 
5 5 5 5 
3 4 5 5 
4 5 5 5 
4 4 5 5 
5 5 5 5 
1 1 3 3 
1 4 3 2 
4 4 5 4 
4 4 4 5 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 5 5 
4 4 3 4 
4 4 5 5 
3 4 4 4 
4 4 4 4 
  
 
4 4 4 3 
4 4 5 3 
4 4 5 5 
4 5 5 5 
3 2 3 3 
4 4 5 5 
5 4 5 5 
5 5 5 5 
3 4 5 5 
4 5 5 5 
4 4 5 5 
5 5 5 5 
1 1 3 3 
1 4 3 2 
4 4 5 4 
4 4 4 5 
4 4 4 4 
 
 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 5 5 
4 4 3 4 
4 4 5 5 
3 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 3 
4 4 5 3 
4 4 5 5 
 








X1 3.1250 1.27527 96 
X2 3.8750 1.13555 96 
X3 3.5000 1.00525 96 
X4 3.2083 1.16001 96 
X5 3.8333 1.03280 96 
X6 3.7083 .93939 96 
X7 3.2917 1.06540 96 
X8 4.0000 1.08579 96 
X9 4.1250 1.13555 96 
X10 3.0833 1.15774 96 
X11 3.2500 1.16980 96 
X12 3.9583 .98319 96 
X13 3.7500 .97333 96 
X14 3.9583 .84501 96 
X15 4.3750 .75742 96 
X16 4.2500 .88258 96 






 Mean Std. Deviation N 
Y1 4.1667 1.03280 96 
Y2 4.0833 .91383 96 
Y3 3.7917 1.16001 96 
Y4 4.1667 .94776 96 
Y5 3.6250 .81111 96 
JMLY 19.8333 3.76875 96 
 
4.Hasil Uji Reliabilitas 




Case Processing Summary 
 N % 
Ca
ses 
Valid 96 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 96 100.0 









Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 96 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 96 100.0 




Cronbach's Alpha N of Items 
.827 5 
 
5.Hasil Uji Asumsi Klasik 
a.Uji Normalitas 







 Mean .0000000 








Kolmogorov-Smirnov Z 1.259 
Asymp. Sig. (2-tailed) .084 
a. Test distribution is Normal. 

















Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 
18.980 3.460   5.486 .000     
X1 -.047 .140 -.036 -.338 .736 .935 1.069 
X2 .071 .078 .099 .915 .362 .933 1.072 
X3 .036 .104 .037 .351 .726 .957 1.045 
X4 .057 .115 .052 .494 .623 .968 1.034 















Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 4.898 1.615  3.033 .003   
X1 -.123 .065 -.196 -1.881 .063 .935 1.069 
X2 -.039 .036 -.111 -1.064 .290 .933 1.072 
X3 -.004 .048 -.008 -.081 .936 .957 1.045 
X4 -.053 .054 -.102 -.994 .323 .968 1.034 
a. Dependent Variable: Abs_RES 
 


















a. Dependent Variable: KEPATUHAN 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .438 .413 2.887 











Square F Sig. 
1 Regression 590.872 4 147.718 17.723 .000
b
 
Residual 758.461 91 8.335   
Total 1349.333 95    
a. Dependent Variable: KEPATUHAN 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 17.166 3.666  4.683 .000 
SAS .630 .121 .477 5.199 .000 
SOSIALISASI .261 .082 .289 3.198 .002 
SANKSI -.371 .159 -.193 -2.329 .022 
PENGETAHUAN -.184 .136 -.116 -1.353 .179 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN 
  
 
 
 
